
Dengan ... 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nornor 34 Tahun 2003 tentang 
Pernbentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau 
di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nornor 149, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4344); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenta,:ig 
Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
bahwa Pajak Parkir merupakan kewenangan 
Kabupaten/Kota; 

b. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Melawi dan 
Kabupaten Sekadau di Propinsi Kali.mantan Barat 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003, maka 
perlu adanya sumber pendapatan daerah guna menunjang 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah 
melalui Pajak Parkir; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu rnenetapkan 
Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir. 

TENT ANG 

PAJAK PARKlR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MELAWI, 

BUPATI MELAWI 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI 
NOMOR 5 TAHUN 2018 

w . . 

Mengingat 

Menimbang 
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• .. 12. Surat ... 

8. Tempat Parkir adalah tern pat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh 
orang pribadi atau ba.dan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok 
usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan 
tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang 
memungut bayaran; 

9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD 
adalah surat yang digunakan untuk wajib pajak untuk melaporkan 
perhitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut Peraturan 
Perundang-undangan perpajakan daerah. 

10. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS digunakan untuk 
menyetor pungutan daerah (pajak daerah, retribusi daerah dan 
penerimaan daerah lainnya) yang digunakan oleh Bendahara 
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu ke Kas Umum Daerah. 

11. Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disingkat TB: digunakan 
untuk menyetor pungutan daerah (pajak daerah, retribu_s1 daer8!1 dan 
penerimaan daerah lainnya) dari pembayar / penyetor I pihak ketiga ke 
Bendahara penerimaan. 

l . 

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PARKIR 

BAB! 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Melawi. 
2. Peme~tah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara 

Pemenntahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan 
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Melawi. 
4. Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas 

tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Perundang 
undangan yang berlaku. 

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yangtidak melalrukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama 
dan dalam bentuk apapun, finna, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau 
organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan 
lainnya. 

6. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat 
parkir diluar badan jalan oleh orang priba.di atau badan, baik yang disediakan 
berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha 
tennasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi 
kendaraan bermotor yang memungut bayaran; 

7. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang 
bersifat sementara. 

Menetapkan 

BUPATI MELAWI 

MEMUTUSKAN : 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI 

dan 



Pass.I 3 ..... 

f: ~ga.n narna ?aJak ?arkir dJp ngut paJak aras penge!olaan dan/ rnu 
pe: ye~.et:ggaraan empa pa.rkir. 
O' _el-.: Pa;ak adala.h pen~e!enggaraan temp.at parkir diluar badan j dan. 
bauc yang drs,e,cuakan berkaltan dengan pokok usaha maupun yang 
~ s aru saha termasuk pe-n~·t'diaan tempat pe-niripan 
~-a.an bennotor dan garasi kendaraan be.rmotor yang mc-mungut 
ba._yaran 

8.\8 II 
X..nL\ .. OBJEK.. SUBJEK 0:\ .. 1\i W:\JlB PAJ:\K 

Pasal 2 

:2 S1..:-a: ~e:e~ Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkar SKPD adalah 
S--a: ~e?:.husan yang menenrukan besarnya jumlah pajak yang 
:e:-..: :.::r.g. 

: : S .ira; Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar. yang selanjutnya disingkat 
S~:..a adalar, Sc .. rat Kepurusan yang rnenenrukan jumlah kelebihan 
;:ie=~ya.-a.....,_ pajak karena jumlah kredit pa.jak lebih besar dari pa.jak 
:-c:..!".g :.e:-- ... tang atau tidak seharusnya terutang. 

· ' S:..:.-a: s.eterapen Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang 
se:.a::J·..i:::y2. d.srngkar SF-:PDfill'f adalah Su.rat Keputusan yang 
:r:e=e:: - · :..--;; -: tambahan a tas ju mlah pajak yang di tetapkan. 

:5. :5....:..-a: Ke: .. etapan Pajak Daerah Lebih Bayar. yang selanjutnya disingkat 
S::?J:...a acia'..:h Surat Kepurusan yang menenrukan jumlah kelebihan 
;:,e .. u~yE....ra:r:. ~;-c:J..: karena jurnlah kredit pajak lebih besar dari pajak 
::-a::~ :~...:.:a::g atau ti<lak seaarusnya terutang. 

: 5. S•.:..-a: ~c...e::apac Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat Sf...-PDN. 
a..: a".?"-: S:.:..."""2.: :-.:e;,u:uSG.11 yang menenrukan jumlah pajak yang terutang 
s:=:-;: oesamya dengan jumlah kredit pajak. atau pajak tidak terutang 
C-2: ...:r'a",.;- ;;c;: ~: pajak, 

: 7 .. S·.:..-.::,.: ~a.g:::..a..-: ?aj.u Da.erah .. yang selanjutnya disingkat STPD. adalah 
S :.:..-.::,.:: ;.i:. :-~ zaelakukan tagihan pajak dan / atau sanksi administrasi 
:::ie:-...:. ?2- "j:..;:=ga car; 'a tau denda. 

: S. S:...:.ra: Kepcrusan Keberatan adalah surat kepurusan atas keberatan 
:.e..---acap Surat pemberitah an Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak 
Ycl':-c::... Sura; Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar. Surat Ketetapan 
?.:.;~ =>ae:-c.!: Kurang Bayar Tambahan .. Sura Ketetapan Pajak daerah 
~.;::::.::_ Sura; ~neuyan Pajak Daerah Lebih Bayar. atau terhadap 
peraotongaa atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh 
Wc;:0~~ 

: 9. ?'" ...r ::1sa:1 Banding ad.alah puru san badan peradilan pajak aras banding 
:e~ Surat Kep san Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak .. 

KJ. ?e!:::~:...!ae. acalah suaru proses pencatatan yang dilakukan secara 
terazur uatuk ciengumpulkan data atau informasi yang meliputi 
~e-~ harta, kewa._11ban atau utang, modal. penghasilan dan biaya 
serra jurnlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang 
c::_:1::up deagan menyusun !aporan keuangan berupa neraca dan 
~ · •nga;:i. perpajakan daerah .. 

2:. Pecr:.er,J..-sa,,n ada!ab serangkaian kegiatan untuk mencari .. 
c:.~g-..u::::.;>'...0.:an dan mengolah data dan/amu keterangan Iainnya dalam 
:cu::gka pengawasan kepatuhan pemenuhan perpajakan daera.h .. 

ll. ?e:ry·..d:.:ka.n c:::~ pidana dibidang Perpajakaan Dae.rah adalah 
seraagakaiao nndakan yang dilakukan o eh Penyidik Pegawai Negeri 
5:;r:- yang selanj tnya disebut Penyidik. untuk mencari serta 
~g-.m:~ oukn yang bukn iru membuat terang tinda.k pidana 
d.b:dang perpajakan dae-rah yang terja-di S('rta menemukan 
~ya. 



Pasal 10 
( J) Setiap Wajib pajak wajib mengisi SPTPD. 
(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, 

benar dan Jengkap serta ditandatangani wajib pajak atau kuasanya. 
(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus di~paikan kepada 

Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah berakhrr masa pajak. 
(4) Bentuk. .. 

Pasal 8 
Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim. 

Pasal 9 
Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengelolaan dan/atau 
penyelenggaraan tempat parkir. 

BABV 
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN 
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH 

BAB IV 
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA 

PERHITUNGAN PAJAK 

Pasal 7 
(1) Pajak yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat parkir berlokasi. 
(2) Besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan 

tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar 
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 

Pasal 6 
Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). 

BAB III 
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK 

Pasal 5 
(1) Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang 

seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. 
(2) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 4 

(1) Subyek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan 
pembayaran atas tempat parkir. 

(2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang 
menyelenggarakan tempat parkir. 

Pasal 3 
Tidak termasuk obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 
adalah: 

a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah; 

b. pe~yelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara 
asmg, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas 
timbal balik. 

.. 



I .. 

t (6) Apa bi la ... 

(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan : 
a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak 

yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sa.nksi 
administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung 
dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu 
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat 
terutangnya pajak; 

b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang 
ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi 
administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan 
dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk 
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak 
saat terutangnya pajak; 

c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang 
terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi 
berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lirna persen) dari pokok 
pajak ditarnbah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua 
persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat 
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 
dihitung sejak terutangnya pajak. 

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b diterbitkan apabila 
ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang 
menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan 
dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus 
persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. 

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dite~bitkan 
apabila jumlah pajak yang terutang sam~ besarnya d_eng~ jurnlah 
kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

Pasal 12 

(1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud 
d~am Pa~. 10 ayat ( 1) digunakan untuk menghitung dan menetapkan 
pajak sendiri yang terutang. 

(2) Dalam j_angka 5 (Ii.ma) tahun sesudah saat terutang pajak, Bupati dapat 
rnenerbitkan: 
a. SKPDKB; 

b. SKPDKBT; 

c. SKPDN. 

BAB VI 
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK 

Pasa1 11 
(1) ~erda~kan SPTPD sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 10 

upan menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD. ayat (1) 
(2) Apabila SKPD b · . . se agairnana dimaksud pada ayat ( 1) tidak atau kuran 

d~ba~ ar se~elah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) h · iak SKPDg 
diterirna d1kenakan k · d . . . an seJ sa.n si a rrumstrasi berupa denda sebesar 201c (dua 
persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD. 

0 

(4) Bentuk, isi dan tata cara .. 
Peraturan Bupati. pengis.an SPTPD diatu r lebih lanjut dengan 



BAB VIII ... 

(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 
(1) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku 
penerimaan. 

(2) Bentuk, jenis, 1s1, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku 
penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 15 

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. 

(2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk 
mengangsur. 

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan 
denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum 
atau kurang dibayar. 

(4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk 
menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan 
setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dengan 
dikenakan denda 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang 
belum atau kurang dibayar. 

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta 
tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) yang diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Bupati. 

Pasal 14 

BAB VII 
TATA CARA PEMBAYARAN 

Pasal 13 
(1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang 

ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam 
SPTPD, SKPD, SKPDKBT dan STPD. 

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil 
penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 
24 jam atau dalam jangka waktu yang selanjutnya diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dilakukan dengan mempergunakan SSPD. 

(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB d 
SKPDKBT seb9:gaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tid: 
sepenuhnya d1b~yar dalam jangka waktu yang ditentukan ditagih 
dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi 
berupa denda 2% (dua persen) sebulan. 

(7) Penambah~ juml~ pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) ~dak d1k~nakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri 
sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. 

·---·----=------;---:------~- 



(2) Permohonan ... 

(1) Bupati karenajabatan atau permohonan Wajib Pajak dapat: 
a. Membetulkan SKPDKB atau SKPDKBT atau yang dalam 

penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau 
kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan 
Perpajakan Daerah; 

b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak 
benar; 

c. Mengurangkan atau menghapus ~ksi adm!~istra.si berupa denda 
dan atau kenaikan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan 
karena kesalahannya. 

BABX 
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN 

KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN 
SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 19 

BAB IX 
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK 

Pasal 18 
(1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan 

pengurangan, keringanan dan penghapusan pajak. 
(2) Pengurangan, keringanan dan penghapusan pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) maksimum 50% dari pajak yang terutang. 

(3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan 
penghapusan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

Pasal 17 

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam 
jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat 
Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar 
ditagih dengan Surat Paksa. 

(2) Penagihan dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 

BAB VIII 
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK 

Pasal 16 
(I) Surat .Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis 

se~aga1 a':al . tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 
(tujuh) han sejak saatjatuh tempo pembayaran. 

(2) Dal~m jangka waktu 7 (hari) setelah tanggal Surat Teguran atau Surat 
Pe~ngatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi 
pajak yang terutang. 

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat. 



BAB XII... 

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimak~ud dalam Pasal .24 atau 
banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikabulkan sebagian atau 
seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditarnbah 
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, untuk paling lama 24 (dua puluh 
empat) bulan. 

Pasal 22 

(1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian 
Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya 
keputusan keberatan. 

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak 
menunda kewajiban membayar pajak. 

Pasal 21 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau 
Pejabat atas suatu : 
a. SKPDKB; 
b. SKPDKBT; 
c. SKPDLB; 
d. SKPDN. 

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 1 
(satu) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan 
SKPDN diterima Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat 
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena 
keadaan diluar kekuasaannya. 

(3) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan 
sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan. 

(4) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan 
keberatan dianggap dikabulkan. 

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
menunda kewajiban membayar pajak. 

BAB XI 
KEBERATAN DAN BANDING 

Pasal 20 

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan 
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPDKB 
S~PDKB: dan STPD seb~gaimana dimaksud pada ayat (1) haru~ 
d1~patkan secara tertuhs oleh Wajib Pajak kepada Bupati atau 
Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SKPDKB, 
SKPDKBT, atau STPD dengan memberikan alasan yangjelas. 

(3) Bupati _atau Pej~bat, paling lama 2 (dua) bulan sejak surat permohonan 
sebagau~ana dimaksud pada ayat 2 (dua) diterima, sudah harus 
membenkan keputusan. 

(4) Apabila set_elah lewat ~aktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada 
ayat 3 (tiga) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan 
permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan da~ 
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap 
dikabulkan. 



(4) Pengakuan ... 

BAB XIII 
KEDALUW ARSA 

Pasal 25 

( 1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa set~lah 
melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sej~ saat t~rutangn~·a ~aJak. 
kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang 
perpajakan daerah. 

(2) Kedaluwarsa pe?agihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
tertangguh apabila: 

di bitk Surat Teguran dan/atau Surat Paksa: atau a. iter 1 an iak d . W iib p iak baik langsung maupun b. ada pengakuan utang paj an aji aj , 

tidak langsung. bagaimana 
(3)Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat ~~sa d:itung sejak 

dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagi an 
tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut. 

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak 
lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) pembayarannya 
dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga 
berlaku sebagai bukti pembayaran. 

Pasal 24 

(2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) 
bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan 
pembay~ran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus 
memberikan keputusan. 

(3) Apabila ~alam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilarnpau i Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, 
p~rmohonan pengembalian kelebihan pernbayaran pajak dianggap 
dikabu lkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling 
lama 1 (satu) bulan. 

(4) Apabila Wajib Pajak mernpunyai utang pajak lainnya, kelebihan 
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung 
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka 
waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan 
menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP). 

(6) Apabila pengembalian kelebihan pernbayaran pajak dilakukan setelah 
lewat 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat 
memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas 
keterlambatan pembayaran kelebihan pajak. 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat secara tertulis den an 
menyebutkan sekurang-kurangnya: g 
a. Nama dan alamat Wajib Pajak; 
b. Masa pajak; 
c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak; 
d. Alasan yang jelas. ' 

PasaJ 23 



BAB XVI. .. 

Instansi yang melaksanakan pernungutan Pajak dapat diberi insentif 
atas dasar pencapaian kinerja tertentu. . 
Pemberian insentif sebagaimana di~sud pada ayat (1) d1tetapkan 
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah._ 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pem~nan dan pemanfaatan 
insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diarur dengan Peraturan 
Bupati. 

BAB XV 
INSENTIF PEMUNGUTAN 

Pasal 29 

1 

' 
.. 

. ' t ( 1} .. 
. ' { (2) ., 

l 

. 3) .. , ,. 
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Pasal 28 

( 1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan 
pera.turan perundang-undangan perpajakan daerah. 

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib: 
a Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, 

dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang 
berhubungan dengan obyek pajak. 

b. Memberikan desempatan untuk memasuki tempat atau ruangan 
yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran 
pemeriksaan: dan I atau 

c. Memberikan keterangan yang diperl ukan. 

BAB XIV 

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN 

Pasal 27 
(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 

300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib 
menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. 

{2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Wajib Pajak dan penentuan 
besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraruran Bupati. 

Pasal 26 

( l) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

(2) ~1~ti menetapkan _Keputu~ Penghapusan Piutang Pajak yang sudah 
e uwarsa sebagaimana d1maksud pada ayat (1). 

(3) Ketentuan rnengenai tata cara penghapusan piutang pajak diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

(4) Pengakuan utang Pajak secara Ian sun . . 
ayat_ (2) huruf b adalah Wajib Pajafdeng seb:grumana d1maksud pada 
rnasih. mempunyai utang Pajak dan ~I esadarannya_ menyatakan 
Pemenntah Daerah. um melunasmya kepada 

(5) Pengakuan utang secara tidak Ian . 
ayat (2) huruf b dapat diketahui d~ung se_baga1mana dirnaksud pada 
atau penundaan pembayaran dan penga,hJuan permohonan angsuran 
Pajak. permo onan keberatan oleh Wajib 



{l) Wajib paJak .' ang karena kealpaann.' ud k mt-v mpatkan ~PTPD u 
meng,Sl dengan udak bf-nar at u ud k kngk p tau mt"larnp1r n 
ket rangan yang tidak ben r sehinggn merugikan },.r-u 
dapat dip1dana deng n p1dan kurungan pal.mg I.am I ( tu) t hun d.an 
atau denda paling banvak 2 (du ) k Ii JUm h poJak ~ an tt"rutang 

(2) Wa.iib PaJak .\ ang d~ngan ngn} t1da.k me-n~ amp.11kan SPTPD at.au 
mengts.i dengan tidak benar ar u t1d k lengkap at.au m lamp1rkan 
keterangan .\ ang udak benar hmgg_a m~ru n keuan an Da.erah 
dapat dip1dana dengan p1dan kurunga.n ~ lmg lam 2 (duaj tahun dan 
atau dt"nda paling ban) a.k 4 (empa ) kal1 Jumlah paJak ~ ang terutang 

(3) Tmdak p1dana scbaga1mana d1maksud pada a~ at ( l) dan a~ at 121 ad 1 h 
~langgara.n 

BAB XVII 
K£TENTU N PIDAN:\ 

Pasal 31 

t·i\ Uru uk krrx-ntmg n l)nrrnh. f\1q'l.lt1 l,rn4rn. nv. rnrmhrn 1.r.1n 
k.C'f),,'Hio f)f'J, bat , rhng.n1rns:inA <l1mnk~1J<f pnd., ,,Jt ( 11 d:m 
S<'ha~nirnAnA d irnnk s ud parla '" A ()). 
rnr-rnpe i lihntJ..An huk n rr-rt u lu <lnn nu ,tnll! 
p1hak, ng d n u nju k 

(5) lnt uk l-.C'p("ntinf.inn rx-m<'nk~,cu1 01 prnfit 
atau perdaia. ata perrmn A n h k irn "IU, 1 dr gan tlukun , ell' 

Pida na dnn Huk urn Anno I rrrl,, . Bu pa I apa ,.m~n u:m ,.~ ... ': 
kepada pejab t se l agmrn nu dirnak uct p.: da t I). dan 
seb: airnana dirnak ud p. da vat (21, un uk mernberr: n 
m rnperhhatkan bukt i tert uh dan k erangan i.·aJ1b Pajak ~ 
padany a 

{61 Permintan h kirn seb gairnana dimak ud pada av a 
men.' ebu tkan nama ter-sangka atau nama tergugat, .e eran 
diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perd a 
bersangkutan dengan keterangan .'an& diminta. 

( 1) Se I p p-jabat d.la n mcrn nt n kepad pih k Iain gLll 
M' U HU ~ ang <Lht'W1UI ti IU dibe nu J.u fl k e du nv l oleh \ Jib f'nJ, k 
dalam Isngkd J thntan tau prk rj, mn, uk me-nj, lank, n ketentu, n 
perut uran f)("runc!..1np. ndangun f)('f1), J,l f. er vh 

tll 1 ... arangnn St' s~um 11, dim tl.. ud p..,d., • , , 1 I) l><"t I, ku 1u;t trrhr d.ip 
t,·m1p.,1 ,thli \ l!'\Jt d1tllnJtJk iilrh fl11pat1 un t k me-ml. mu dal. rn 
pc-1,tk. rn i.rn l...rtr-11tunn prt.111 r n n pe ru nd vn t und ,nwu\ ,,1.nJt l><-rl.il...u 

( 1) l hkN u.i hk n n d 11 l..c-trnt11an v-h.1r.a1m. nu d1m.,S. wt p. d 1 \ ,1 11 J ct: 11 
11, 111 (}) HI: loh 

II P I ,h I\ dnn lrnnr.11 nhll Hrn hrr1ind,1k vh.1r;11 11.:,k 1 ,k I thll 
d •1 rm -.1dn11f,1. pr-11r.11rlllnn, 

h l'r1nhn1 rln n / ,H \I trnnRH n h h , nnst d1rr111pk,1n ol,-h llupa , u11 uk 
tnf"ml'IC'nl.,H1 l..r1r-tn11Rnn kqmdn pqnh t lr-rnl H'JI n,..s-., t ll 

m tnn.1 I r mr ruvt i h \f\llj.l hrn rnnnv. mrl. ku knn p,-rn,..nl uu1 c!, l,,m 
lndnnJ;t J..r11,,np,n rlAr·1 n h 

BAB\\ I 
..: ~TE1 'TUA. J...HU sus 

SH} 30 



BAB XIX ... 

( 1) P~jab_at Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah 
~1ben wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan 
tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana. 

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan 
daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan 
jelas; 

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut; 

c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau 
badan sehubungan dengan tindak dibidang perpajakan daerah; 

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokurnen-dokumen 
lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti 
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta 
melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah; 

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan 
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa 
sebagaimana dimaksud pada huruf e; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 
perpajakan daerah; 

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi; 

j. menghentikan penyidikan; dan/atau .. 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 

tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi menurut 
hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil ~nyidikannya kepada 
Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang d1at~r dalam Undang 
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

BAB XVIII 
PENYIDIKAN 

Pasal 34 

Pasal 33 
Tindak pi~:ma di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah 
melam~am jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau 
berakh~mya masa pajak atau berakhimya bagian tahun pajak atau 
bera.khrrnya tahun pajak yang bersangkutan. 

Pasal 32 
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 
merupakan penerimaan negara. ayat (1) dan ayat (2) 

t 
I 



NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI, PROVINS! 
KALIMANTAN sARAT: c~) 1 c-z,o,i:) 

KABUPATEN MELAWI TAHUN ~.1.8 NOMOR J. LEMBARAN DAE 

Ditetapkan di Nanga Pinoh 
Pada tanggal 3 ~C.. ~ ~ S 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Melawi. 

Pasal 35 

BAB XIX 
KETENTUAN PENUTUP 


